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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Internet merupakan salah satu penemuan terbesar umat manusia di
abad 21, yaitu peralatan teknologi komunikasi dan informasi yang
berdampak besar bagi umat manusia saat ini. Situasi “saat ini” dapat
dikatakan bahwa manusia tidak dapat terlepas dari ketergantungannya
pada teknologi dan peralatan tersebut. Indonesia sebagai negara yang
menjunjung tinggi demokrasi menyebabkan, permintaan publik terhadap
diseminasi atau transparansi informasi semakin besar. Dalam kemajuan
teknologi informasi ini, globalisasi media terjadi hampir di semua bidang
kehidupan. Kemajuan teknologi ditandai dengan penampilan Internet yang
dapat digunakan sebagai sarana elektronik, seperti yang terdapat pada
komputer, gawai, laptop dan sejenisnya.

Intensitas penggunaan Internet yang marak, menyebabkan perubahan
sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu perubahan pola perilaku dan
interaksi antar manusia. Pesatnya pertumbuhan informasi melalui media
sosial berkembang dengan sangat masif. Namun perkembangan tersebut,
berdampak langsung pada budaya masyarakat. Informasi menjadi tak
terbatas dan hal ini berlangsung sedemikian cepat. Keadaan ini
menjadikan internet sebagai pedang bermata dua, karena selain

memberikan kontribusi yang baik bagi peningkatann kesejahteraan dan



kemajuan peradaban umat manusia, dapat pula menjadi sarana efektif
perbuatan melawan hukum.

Dari pesatnya perkembangan yang ada dalam media sosialnya
banyak sisi positif yang dapat dirasakan masyarakat, dalam hal ini: dapat
bertukar informasi dalam hitungan detik, mengakses segala macam sumber
keilmuan, membantu menyebarluaskan infomasi dalam bentuk apapun
mulai dari pesan, gambar, maupun video dan lain sebagainya.

Selain dampak positif terdapat pula dampak negatif seperti
terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap
martabat seseorang yang dilakukan oleh beberapa orang atau oknum yang
tidak bertanggungjawab. Pencemaran nama baik atau penghinaan adalah
suatu tindakan menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian
perkataan/kalimat) dengan cara menuduh bahwa seseorang telah
melakukan perbuatan tertentu, dan hal-hal yang ditujukan dengan tujuan
menghina kehormatan dan nama baik seseorang yang dapat menyebabkan
rasa harga diri atau martabat orang tersebut dicemarkan, dipermalukan dan
atau direndahkan.

Dampak yang lebih luas dari sisi negatif tersebut ialah dapat
mengganggu hak-hak hidup dan kenyamanan orang lain bahkan hingga

menyebabkan perpecahan.

! Adami Chazawi, 2009, Hukum Pidana Positif Penghinaan, ITS Press, Surabaya, h.89.



Di Indonesia Tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan,
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai
pencemaran nama baik dilihat sebagai penistaan atau penghinaan terhadap
seseorang. Penistaan atau penghinaan itu haruslah dilakukan dengan cara
menunjuk dan menuduhkan pada seseorang yang telah melakukan
perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan itu akan diketahui oleh orang
sekitar. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (3) tentang
pencemaran nama baik, hal itu di lakukan dengan cara mendistribusikan
dan atau mentransmisikan ke media sosial atau dunia maya. Dari hal itu
bisa diketahui bahwa terdapat kesamaran ataupun kekaburan norma pada
kalimat “mendistribusikan dan/atau mentransimisikan dan atau membuat
dapat diaksesnya Informasi elektronik” hal tersebut terbilang cukup bias
dan umum, sehingga tidak membedakan antara mana komunikasi yang
bersifat privat dan mana komunikasi yang bersifat publik.

Pada tahun 2004 telah dilakukan suatu penelitian dan mengkaji
untuk memaknai apa itu cybercrime, sebelumnya cybercrime adalah jenis
tindak pidana yang berbasis teknologi informasi seperti halnya, pornografi,
perjudian, penipuan dan pencemaran nama baik serta yang lainnya.
Belakangan ini kerap diberitakan terjadi kasus tuduhan pencermaran nama
baik atau penghinaan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Penyebab hal

ini sangatlah beragam, bisa dari memberitakan peristiwa yang tidak benar,



mailing list (milis), pelaporan korupsi, dugaan pencabulan, mengungkapan
hasil penelitian dan sederet tindakan lainnya.

Menurut R.Soesilo yang dimaksud dengan ‘“menghina”, adalah
“menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Dan orang yang
menjadi sasaran biasanya akan merasa “malu”. Kemudian “Kehormatan”
yang diserang ini hanya mengenai kehormatan “nama baik”, bukan bentuk
“Kehormatan” yang dalam artikan seksual.?

Dalam hal ini Delik Pencemaran nama baik bersifat subyektif, yakni
dapat dikatakan pencemaran nama baik itu penilaiannya tergantung kepada
pihak yang bersangkutan atau pihak yang diserang nama baiknya. Lalu,
Pencemaran nama baik hanya bisa ditangani oleh polisi apabila adanya
pengaduan yang dilakukan oleh pihak yang merasa nama baiknya
dicermakan oleh seseorang.

Nama baik dan kehormatan adalah hal yang dipunyai oleh manusia
yang masih hidup. Untuk itulah tindak pidana yang menyerang nama baik
dan kehormatan pada dasarnya ditunjukan terhadap seseorang yang masih
hidup. Begitupula pada badan hukum, yang pada hakikatnya tidak
memiliki kehormatan akan tetapi dalam KUHP menganut bahwa badan

hukum tertentu layaknya Presiden atau wakil Presiden, Kepala atau Wakil

2 www.pencemarannama baik/ancaman-pencemaran-nama-baik-mengenai.htm, diakses
tanggal 15 september 2021

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar
Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1995,him. 226.



Kepala Negara, Perwakilan Negara sahabat, Golongan/Suku/Agama, Atau
badan umum lainnya mempunyai kehormatan dan juga nama baik.*
Kemudian dilihat dari sisi hukum Islam, pencemaran nama baik dan
hinaan adalah ungkapan bahasa yang kasar, tidak hormat atau penyebutan
hal-hal yang dianggap tercela dengan kata-kata yang jelas. > Islam
menjamin kehormatan umat manusia. Hal ini terlihat dari sanksi berat
yang diatur dalam Qadzaf. Islam juga Memberikan perlindungan dengan
melarang fitnah  (gunjingan), mengadu domba, memata-matai,
mengumpat,dan saling memanggil dengan sebutan yang buruk.
Karena hal-hal yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk membuat skripsi
dengan judul “TINDAK PIDANA PENGHINAAN :
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENDISTRIBUSIAN
KONTEN BERMUATAN PENGHINAAN DI MEDIA ELEKTRONIK”
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, untuk
mempermudah pemahaman dan pembahasan permasalahan yang ada,
maka rumusan masalah yang akan dibahas di skripsi ini adalah:
1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana penghinaan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana

penghinaan melalui media elektronik?

* Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Jakarta: Sinar Grafika 2010,
him47.

> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, Al-Islam, ( Semarang : Pustaka Rizki Putra,
1998), Jilid. I, h.683.



3. Bagaimana hukum islam memandang tindak pidana penghinaan

melalui media elektronik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari penelitian dan penulisan skripsi
ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pengaturan hukum
pidana pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindak
pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.
3. Untuk mengetahui bagaimana hukum islam memandang tindak
pidana penghinaan / pencemaran nama baik melalui media elektronik.
Selain tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, manfaat dari
penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberi manfaat
dalam pengembangan penelitian hukum tindak pidana pada penelitian
selanjutnya.
b. Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan
kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dibidang hukum ITE
c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan, tumpuan, dan
atau referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya untuk dapat

menyelesaikan permasalahan yang ada mengenai pertanggungjawaban



pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media
elektronik.
Manfaat Praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjawab
permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini serta menjadi
bahan petimbangan dalam menemukan pedoman penyelesaian
yang akurat dan sahih untuk menyelesaikan permasalahan
mengenai hukum ITE di Indonesia. Manfaat lain yang diharapkan
dalam penelitian ini diantaranya adalah:
Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengetahuan, khususnya bagi penulis, supaya lebih memahami
tentang pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana
pencemaran nama baik melalui media elektronik.
Bagi Masyarakat
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan
wawasan dan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat
khususnya terkait pertanggungjawaban pidana terhadap tindak
pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.
Bagi Ilmu Pengetahuan Hukum
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan
sumbangan pemikiran dalam ilmu pngetahuan, khususnya

dalam bidang ilmu hukum mengenai pertanggungjawaban



pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui

media elektronik.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan konsep yang berperan untuk
mengarahkan dan memandu serta menjadi pedoman peneliti menganalisa
hasil penelitian dan dalam memahami permasalahan pada penelitian,

kerangka pemikiran dituangkan dalam bagan sebagai berikut :

Media Elektronik

l kesalahan
Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang

\ 4

Undang Nomor 11 Tahun

2008
Pertanggungjawaban
Tindak pidana penghinaan | ———» pelaku
Pendistribusian
konten
bermuatan

!

Perspektif islam

Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, menjelaskan pemikiran dalam

menganalisis, menjabarkan, dan menemukan jawaban atas permasalahan



hukum yang dikaji. Alur berpikir dimulai dari adanya tindak pidana
pendistribusian konten bermuatan penghinaan pada media elektronik
dengan ketidakjelasan identitas. Permasalahan yang diteliti penulis
mengenai tinjauan pengaturan hukum pidana pencemaran nama baik
berdasarkan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta
pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama
baik melalui media elektronik dan melihatnya dari perspektif hukum
Islam.
E. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu jalan bagaimana seseorang dalam
berbuat atau kaidah yang didasarkan sistematika dan pemikiran tertentu
yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat
ilmiah.® Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian
sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian
deskriptif yakni memberikan data yang seteliti mungkin tentang
manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.’

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian hukum normatif. Peneltian hukum normatif memiliki definisi

® Khuzdaifah Dimyati & Kelik Wardiono, 2008, Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum:;
Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3.
7 Soekanto Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,

hal. 10.
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yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan
bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari
bahn-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut
disusun secara sistematis, dikaji, dan ditarik suatu kesimpulan dalam
hubungannya dengan masalah yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki,
2013:95). Penelitian hukum normatif adalah Penelitian hukum atau
disebut legal research adalah suatu proses untuk menemukan kebenaran
koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah
norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip
hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum
atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2013:55-56).
Metode Pendekatan

Mengenai  pendekatan penelitian, Peter Mahmud Marzuki
mengemukakan bahwa di dalam penelitian terdapat beberapa pendekatan.
Melalui pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari
berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.
Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum
adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus
(caseapproach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan
komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual
(conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 133).

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan kasus (case approach). Menurut Perter Mahmud
Marzuki dalam Pendekatan kasus (case approach) perlu memahami
ratio-decidendi yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim

untuk sampai kepada keputusannya serta dilakukan dengan cara
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melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang
dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 134)

. Sumber Data

Sumber yang digunakan sebagai rujukan antara lain adalah:
Data Sekunder
Data sekunder yang penulis gunakan terdapat bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa
bahan literatur seperti buku, dokumen-dokumen resmi,
dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian.
Bahan Hukum Primer:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008,
Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP
Undang-Undang ITE Tahun 2016
Dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum
yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer
juga membantu menjelaskan bahan hukum primer
seperti rancangan undang-undang, jurnal, buku-

buku hukum, hasil karya ilmiah, dan hasil
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penelitian yang mendukung penulisan penelitian

ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum
penunjang terhadap bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder, antara lain seperti bahan
dari media internet, kamus, kamus hukum,
bibliografi, ensiklopedia atau bahan-bahan lain di
luar bidang hukum seperti pidana, filsafat dan lain-
lain yang dapat menunjang penulisan penelitian

ini.?

b. Data Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang
bersifat autoritatif, yang artinya bahan hukum tersebut
mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah
dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-
putusan Hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 141).
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumen

tertulis berupa KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

8 Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.

117
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Informasi dan Teknologi Elektronik, ayat-ayat al-Qur*an

terkait pencemaran nama baik, buku Hukum Pidana Islam

Karya Ahmad Wardi Muslich, dan masih banyak lagi.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan oleh penulis yaitu
studi kepustakaan dengan cara mencari, menghimpun, mencermati,
memahami, dan mencatat literatur yang berhubungan dengan objek
penelitian yaitu tentang tinjauan yuridis terhadap pencemaran nama
baik pada media elektronik.
Metode Analisis Data

Metode content analysis ini diartikan sebagai analisis atau
kajian isi, yaitu teknik penelitian dengan menjabarkan dan
menafsirkan data berdasarkan konteksnya. Data yang telah
terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan bentuk-bentuk
metode analisa yaitu metode induktif. Metode induktif yaitu suatu
metode pemikiran dengan menarik kesimpulan dari hal-hal atau
gejala yang bersifat khusus ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
Metode ini digunakan penulis untuk menganalisis substansi
pandang hukum pidana dan hukum Islam tentang tindak pidana
pencemaran nama baik di media sosial, kemudian menganalisis dan
mengambil kesimpulan dari kedua pandangan tersebut.

Kemudian penulis akan membandingkan pandangan hukum
pidana dan hukum Islam terkait pencemaran nama baik di media

sosial dengan metode komparatif. Metode komparatif adalah
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metode perbandingan antara yang satu dengan yang lainnya.
Menurut Nazir, metode komparatif adalah sejenis penelitian
deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang
sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab
terjadinya atau menculnya suatu fenomena tertentu. Setelah itu,
untuk mengambil kesimpulan peneliti menggunakan metode
deduktif silogisme yang menarik dari premis mayor lalu kemudian
di tarik premis minornya. Philipus M. Hadjon mengemukakan
bahwa untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor
adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta
hukum. Dari kedua hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan atau

conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 47).

F. Jadwal Penelitian
Minggu Ke-
No Kegiatan
1 2 3 4 5 6
1 | Pengajuan Judul
2 | Penyusunan Rencana Penelitian
3 | Seminar Rencana Penelitian
4 | Pengumpulan Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum
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Penyusunan Laporan Akhir .

G. Sistematika SKkripsi

Hasil dari penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) bab untuk
memberikan gambaran yang jelas dan secara rinci untuk mempemudah
pembaca dalam memahami isi yang ingin disampaikan penulis melalui
penelitian ini. Penulis menguraikan sistematika penelitian skripsi sebagai
berikut:

BAB | adalah Pendahuluan, yang terdiri latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran,
metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Il adalah Tinjauan Pustaka, dalam bab ini memuat tinjuan
umum tentang tindak pidana penghinaan, pertangganggung jawaban
pidana, pencemaran nama baik menurut hukum islam Dalam sub-bab
kerangka teori meliputi sub bab pertama yakni tentang kriteria konten
bermuatan penghinaan di media elektronik, sub bab kedua yakni tindak
pidana pencemaran nama baik, sub bab ketiga tentang pencemaran nama
baik menurut hukum islam.

BAB |1l adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi
pembahasan mengenai rumusan masalah : 1. Bagaimana unsur-unsur delik
pencemaran nama baik dimedia elektronik? 2.Bagaimana sanksi pidana
terhadap pelaku delik pencemaran nama baik berdasarkan Undang-undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Infomasi Dan Transaksi Elektronik?
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3.Bagaiama pandangan hukum islam terhadap pelaku pencemaran nama
baik?
BAB IV adalah bagian Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran

yang diambil dari hasil penelitian yang dilakukan.®

o Absori, et.al, Pedoman Penyusunan Skripsi Fakultas Hukum UMS, 2015, Hal. 39.



